
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1977 tenlang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagairnana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 11 Tahun 2003;

3. Undang-undang Nornor 20 Tahun 2003 tentnng
Sistem Pcndidikan Nasional;

2. Undang-undang Nornor 32 tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah;

1. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

Mengingat

c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Diklat
Dasar Fungsional Pranata Humas sebagairnana
tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam
keputusan Menteri Kornunikasi dan Informatika
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Fungsional Pranata Humas.

b. bahwa dalam rangka menjaga mutu penyetenggaraan
Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas
dipandang perlu dilakukan standarisasi melalui
akreditasi terhadap penyelenggara Diklat Dasar
Jabatan Fungsional Pranata Humas;

a. bahwa pendidikan dan pelatihan (Diklar) Dasar
Jabatan Fungsional Pranata Hurnas diperlukan untuk
mernenuhi kompetensi dan profesionalisme pranata
humas pada institusi pemerintah di Pusat dan
Daerah;

Menimbang

MENTER! KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
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TENTANG
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17. Peraturan Menteri Kornunikasi dan Inforrnatika
Nomor OlIPIM. Kominfo/4/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan
Informatika.

16. Keputusan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Nomor 79 'KEPIM.KOMINFO/312007 ten tang
Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
FungsionaJ Pranata Humas;

15. Keputusan Bersama Menteri Kornunikasi dan
Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19IPER/M.KOMINFO/812006 dan Nomor
18A Tahun 2006 ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pranata Hurnas dan Angka
Kreditnya;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 1171KEPIM.PAN/1012003 tenrang Jabaran
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan
Angka Kreditnya, sebagairnana telah diubah dengan
Nemer: Perl I09/M.PAN/l1 12005;

13. Keputusan Presiden Nornor 31/P Tahun 2007:

12. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

II. Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9,
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Kernenterian
Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nornor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabaian Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

9. Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pcrnindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pernerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri
Sipil;

7. Peraiuran Pcmcrintah Nomor 99 Tahun 2000 reruang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,
sebagairnana Lelah diubah dengan Pcraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom:

5. Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1994 ternang
Jabatan FungsionaJ Pegawai Negeri Sipil;
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Mei 2008.

Peraturan Menreri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Pasal3

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Jabatan
Fungsional Pranata Humas berlaku bagi penyelenggaraan
Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pranata Hurnas.

Pasal 2

Pedoman Pcnyelcnggaraan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Dasar jabatan Fungsional Pranata Humas adalah
sebagaimana tercanrum dalam Lampiran Peraruran ini dan
rnerupakan satu kesatuan yang tidak ierpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasall

PERATURAN MENTERl KOMUNlKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN DAN
PELATlHAN DASAR JABATAN F"tNGSIONAL
PRANATA HUMAS, dengan ketentuan sebagai berikut :

Menetapkan

MEMUTUSKAN :


